BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penempatan pegawai pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

menggunakan 3 (tiga) metode yaitu seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi, Baperjakat untuk pengisian Jabatan Administrator dan

Pengawas, serta lolos butuh untuk Jabatan Pelaksana

2. Implementasi Sistem Merit dalam penempatan pegawai pada Kementerian

Pemuda dan Olahraga belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa hal

sebagai berikut:

a.

Kementerian Pemuda dan Olahraga belum menetapkan regulasi-regulasi
sebagai dasar pelaksanaan Sistem Merit dalam penempatan pegawai
seperti Standar Kompetensi Jabatan, pola karier, talent pool, dan
pengisian JPT secara terbuka
Penempatan pegawai dipengaruhi oleh intervensi dan subyektivitas
pimpinan
Faktor-faktor utama Sistem Merit seperti kualifikasi pendidikan,
kompetensi, dan kinerja belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam
penempatan pegawai sehingga terjadi ketidaksesuaian penempatan yang
tercermin dari:
1) Ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan
Contoh: Jabatan Pengawas diduduki oleh pegawai dengan kualifikasi
pendidikan SMA
2) Ketidaksesuaian kompetensi pegawai
Contoh: Jabatan Administrator pada bidang kepemudaan diduduki
oleh pegawai dengan kompetensi sebagai pelatih olahraga
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3) Ketidaksesuaian kinerja
Contoh: Pejabat dengan hukuman disiplin dirotasi ke unit kerja lain
yang lebih strategis
d. Selain kriteria Sistem Merit, Peneliti juga mencoba mengambil
perspektif lain yang dinilai dapat mendukung terwujudnya prinsip the
right man on the right place and the right man on the right job yaitu
faktor penempatan menurut Saydam (2000) berupa minat pegawai.
Namun minat pegawai juga belum sepenuhnya dipertimbangkan karena
asesmen hanya dilakukan terhadap Pejabat Struktural saja sehingga
minat pegawai lainnya belum terpetakan
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga implementasi Sistem
Merit dalam penempatan pegawai berjalan optimal, maka diperlukan
strategi diantaranya:
a. Mengakselerasi penetapan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan
Sistem Merit dalam penempatan pegawai
b. Melaksanakan asesmen secara menyeluruh mulai dari Jabatan
Pimpinan Tinggi hingga Jabatan Pelaksana dan Fungsional sehingga
kualifikasi, kompetensi, Kinerja, dan minat pegawai dapat terpetakan
dan menjadi faktor pertimbangan dalam penempatan pegawai
c. Melakukan redistribusi pegawai dengan menyesuaikan kualifikasi
pendidikan, kompetensi, kinerja, dan minat pegawai dengan kebutuhan
organisasi yang tercermin dari kualifikasi dan kompetensi jabatan
d. Melakukan pengisian atau penempatan menggunakan metode seleksi
terbuka dan/atau Manajemen Talenta guna meminimalisir subyektivitas

dan intervensi pimpinan

B. Saran
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi Sistem
Merit dalam penempatan pegawai pada Kementerian Pemuda dan Olahraga,

maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:
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Penguatan peran Biro SDM dan Organisasi dalam melaksanakan kebijakan
penempatan pegawai karena pengelolaan SDM menjadi wewenang Biro
SDM dan Organisasi sehingga kontrol penempatan pegawai berada di Biro
SDM dan Organisasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun

Biro SDM dan Organisasi perlu mengakselerasi penyusunan regulasi Sistem
Merit dengan melibatkan Sekretariat Deputi dan Bagian Hukum sebagai
perpanjangan tangan Biro SDM dan Organisasi di unit Kedeputian serta
mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai

Perlunya analisis dan perencanaan yang matang dari Biro SDM dan
Organisasi sehingga Tim Penilaian Kinerja bekerja berdasarkan hasil
analisis tersebut

Biro SDM dan Organisasi perlu menindaklanjuti hasil asesmen dengan
membuat analisis gap dan kebutuhan kompetensi, serta pola karir pegawai
sehingga penempatan pegawai sesuai dengan proyeksi pengembangan karir
ybs

Perlu penelitian lebih lanjut terkait penempatan yang berpengaruh terhadap

pengembangan karier pegawai
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